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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Reoublik 
Indonesia Tahun 1945; 

a. bahwa kegiatan Pembangunan Sararia dan Prasarana 

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kclurahan 
diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di kelurahan; 

b. bahwa agar pengelolaan kegiatan Pcmbangunan ·Sarana dan 

Prasarana Kelurahan dan Pembcrdayaan Masyarakar di 

Kelurahan dapat dilaksa nakan secara Lerlib, efisien 

ekonornis, elektif, transparan clan ak uritabcl scrta untuk 

melaksanakan Surat Edaran Mentcri Dalam Negeri Nomor : 
146/2694 /S,J perihal Perunjuk Pelaksariaan Peraurran 

Menteri Dalarn Negeri Nornor l30 Tahun 2018 tcntang 

Kegiatan Pernbangunan Sarana 'dan Prasarana Kelurahan 
dan Pernberdayaan Masyarakat di Kelurahan, rnaka perlu 

regulasi dalam pengelelaan kcgiatan dimaksud; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud 
dalarn hurui a clan hurur b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati rentang Petunjuk Pclaksanaan Kcgiatan 

Pembangunan Sararia clan Prasarana Kelurahan don 
Pembcrdayaan Masyarakat di Kclurahari: 

BUPATl GROBOGAN, 

DENGAN RAHl\·LAT TUHi\N Yi\NG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PETUNJUK PELAKSANMN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA 

KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAIIAN 

TENTANG 

PERATUl-<AN BUPATI GROBOGAN 

NOMOR 2f. TAHUN ?.020 

BUPATI GROBOGi\N 

PROVINS! JA'NA TENGAH 
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PRRATU.RAN BUPAT! TENTANG PETUN.JUK PELAKSANAAN 

KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA 

KELUR.t\f-IAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI 

KELURAHAN. 

MEMUTUSKAN : 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dcngan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerinrahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nornor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecarnatan (l.ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 73, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nornor 6206); 

5. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tab un '2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor <12, Tarnbahan Lcrnbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
6. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 1:10 Tariun 2018 

tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarukat di Kelurahan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139); 

7. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 18 'l'ahun 2018 

tentang Lernbaga Kemasyarakatan Desa dan Lernbaga Adat 

Desa (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
569); 

8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 ten Lang 

Kedudukan, 8usunan Organisasi, Ttrgas Pokok, Fungsi, 

Uraian Togas .Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan [Berita 

Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2016 Nomor 75); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ten Lang 
Pembentukan Dacrah-Dacrah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nornor 23 T'ahun 2014 tentang 
Pemcrintahan Dae rah (Lernbaran Nceara Republik "' 
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Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 
2. Bupati adalah Bupati Grobogan. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintaban Daerah yang memimpin pclaksunaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Kecamat.an adalah bagian wilayah dari Dacrah yang dipimpin 

oleh carnal. 
5. Camat adatah pemimpi.n dan koordi.nator penyelenggaraan 

pernerimahan di wilayuh kerja kccamatan yang dularn 

pelaksanaan rugasnya memperoleh pelirnpahan kewcnangan 

pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan 
dan menyelenggatakan tugas umum pemerintahan. 

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecarnatan sebagai 

perangkat Kecarnatan. 

7. Kepala Kelurahan adalah pemimpin kelurahan yang 
berkedudukan dibawah dan berranggungjawab kcpada carnat. 

8. Kcgiacan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 

saru atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkai Daerah 

sebaga.i bagian dari pencapaian sasaran terukur pacla suatu 
program dan terdiri dari sekurnpulan tindakan pengerahan 

surnbcr daya baik yaJ1g berupa sumber claya manusia, barang 

modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi 
dari beberapa atau kesemua jenis sumber dnya ier sebut sebagai 

masukan (input) untuk rnenghasilkan keluaran (output) dalarn 
bentuk barang/ jasa. 

9. Anggaran Pcndapatan dan Belanja Negara yaug sclanjui.nya 

disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan 
pemerinrahan negara yang disetujui oleh Dewan Pcrwakilan 
Rakyat. 

10. Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah yang sclanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

BI\BI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 
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11. Dana Alokasi Umum Tarnbahan yang selanjulnya disingkat DAU 

Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di 
kabupaten/kota untuk kegiatan pcrnbangunan sarana dan 

prasarana Kclurahan dan pemberdayaan masyarakat di 

Kelurahan. 
12. Rekening Kas Umum Dacrah. yang selanjutnya disingkat RKUD 

adalah rekening ternpat penyimpanan uang daerah yang 

ditcntukan olch gubernur, bupati, atau wali kola untuk 

menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 

pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan, 

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkal 

PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola kcuangan daerah 

yang selanjutnya clisebut derigan KepaJa Satuan Kcrja Pcrangkat 

Daerah yang mempunyai tugas rnelaksanakan pengelotaan 

APBD dan bertindek sebagai bendahara urrrurn daerah 

14. Bendahara Urnum Daerah yang selanjutnya disingkat DUD 

adalah PPKD yang berrindak dalarn kapasitas sebagai 

Bendahara Umurn Daerah. 
15. Pcjabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disi.ngkat 

PPTK adalah pejabat pada unit kcrja Satuan Kerja Perangkat 

Dacrah yang melaksanakan saiu atau beberapa Kegiatan dari 

suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

16. Surat Perrnintaan Pernbayaran yang selanjutnya disingkat SPP 

adalah dokurnen yang diterbitkan oleh pejabat yang 

bcrtanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatnnybcndaharu 

pengeluaran untuk rncngajukan perrnintaan pernbayaran. 

17. Surat Perrnintaan Pcrnbayaran Tambahan Uang Per sediaan yang 

selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukari 

oleh hendahara pengeluaran untuk pcrrnintaan tambahan uang 
pcrscdiaan guna melaksanakan keg.iatan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang bersifat rnendesak clan tidak dapat 

digunakan untuk pernbayaran langsung dan uang persediaan. 

18. surai Permintaan Pcmbayaran Langsung yang selanjutnya 
disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh 

bcndahara pengeluarau uutuk perrniutaan pernbayaran 

langsung kcpada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak 

kcrja atau surat perintah kerja, lainnya clan pembayaran gaji 



5 

Peraturan Bupati ini mengarur kegiatan: 

a. pernbangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan 

b. pemberdayaan rnasyarakar di Kelurahan. 

DAD II 
KEGIATAN 

Pasal2 

dengan jurnlah, perierirnaan , peruntukan, dan waktu 

pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 

19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM 

adalah dokurnen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna 

anggaranj kuasa pF-ngguna anggaran uruuk penerhitan Surat 

Perintah Pencairan Dana atas beban pcngcluaran Dokumcn 

Pelaksanaan Angga.ran Satuan Kcrja Pcrangkat Dacrah. 

20. Surat Perintah Pencairan Dana yang sclanjutnya disingkat SP2D 

adalah dokurnen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana 

yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 

21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut 

SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerirnaan dan pengcluaran 

anggaran selama satu pcriodc a:nggaran. 

22. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas 
adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat 

secara sukarcla bcrdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, 
kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk 

berpartisipasi dalarn pernbangunan demi tercapainya tujuan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berrlasarkan 

Pancasila. 

23. Kelompok Masyarakat yang dimaksud adalah kclompok 

masyarakat yang melaksariakan pengadaan barang/jasa dengan 

dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana 

dimaksud Peraturan Presiden Nornor 16 Tahun 2018 dan 

Peraruran Lernbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018. 
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(1) Pengadaan, pembangunan, pengernbangan dan pemeliharaan 
sararia dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi: 
a. jaringan air minurn: 
b. drairiase dan selokari; 

c. sararia pcngurnpulan sarnpah dan sararia pcngolahan 

sarnpah; 

d. sumur resapan; 
e. jaringan pengelolaan air limbah dornestik skala pernukirnan; 
f. alat pcmadam api ringan; 
g. pompa kebakaran portable; 

h. penera.ngan lingkungan pernuklman: dao /aiau 
1. sarana prasarana lingkungan pernukiman lainnya. 

(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan perncliharaan 

sarana prasarana transportasi scbagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi: 
a. jalan pemukirnan; 
b. jalan pores Kelurahan; dan/alau 

c. sarana prasarana transportasi lainnya, 

Pasal4 

(l) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan 

scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan untuk 

rnernbiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung 
pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. 

(2) Kegiatan pcmbangunan sarana clan prasarana Kelurahan 

sebagairnana dimaksud pada ayat (l ), meliputi: 
a. pengadaan, pernbangunan, pengernbangan dan pemeliharaan 

sararia dan prasarana lingkungan pemukiman; 

b. pcngadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 
sarana praaararia transportasi; 

c. pcngadaau, pernbangunan, pengembangan dan pemeliharaa n 

sarana prasarana kesehatan; dan/ atau 
d. pengadaan, pernbangunan, pengernbangan clan pemcliharaan 

sarana prasarana pendidikan clan kebudayaan. 

Pasal 3 
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sebagaimana dirriaksud dalarn Pasal 5 ayat (2) huruf a. meliputi: 
a. pelayanan perilaku hiclup bersih dan schat; 

masyarakai kesehatan pelayanan kcgiatan ( 1) Pengelolaan 

Pasal 6 

kecil, dun mcnengah; 
d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan; 

e. pengelolaan kegiatan ketentcraman, ketertiban umum, 
da.n perlindungan masyarakat; do.n/ atau 

f. penguacan kesiapsiagaan masyarakat dalam rnenghadapi 
bencana serta kejadian luar biasa lainnya. 

mikro, c:. pengelolaan kcgiatan pengembangan usaha 

A. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; 
b. pengelolaan kegiatan pelayanan pcndidikan dan 

kebudayaan; 

Kelurahan 

(1) Kegiatan pernberdayaan masyarakar di Kelurahan scbagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 2 huruf b, digunakan untuk peningkatan 

kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan 
mendayagunakan poterisi clan surnber daya sendiri. 

(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

Pasal 5 

(3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

sarana prasarana kesehatan sebagairnana diruaksud dalam 
Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi: 
a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal; 
b. pos pelayanan terpadu dan pos pernbinaan terpadu; 

dan/alau 
c. sarana prasarana kesehatan lainnya. 

(4) Pengactaan, pernbangunan, pengernbangan dan perneliharaan 

sarana prasarana pcndidikan dan kebudayaan scbagaimana 

dirnaksud dalam Pasal 3 ayat (2j huruf d, mcliputi: 

a. taman bacaan masyarakat; 
b. bangunan pendidikan anak usia dini; 
c. wahana pcrrnainan anak di pendidikan anak usia dini; 

dan Zatau 
d. saruna. prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya. 
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b. keluarga berencana; 

c. pclatihan kader kcsehatan masyarakat; dan/ atau 

d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat 

lainnya. 
(2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayai (2) huruf b, rneliputi: 

a. penyelenggaraan pelatihan kcrja; 

b. penyelengaraan kursus, workshop, pendidikan dan 

pelatihan seni budaya; dan / ara u 
c. kegiatan pengelolaan pelayanan perididikan dan kcbudayaan 

lainnya. 
(3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan 

menengah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat {2) huruf 

c, meliputi: 

a. penyclenggaraan pelatihan usaha; dan / atau 
b. kegiatan pengclolaan pengembangan usaba mikro, kecil, 

clan mcncngah lainnya. 

(4) Pengelolaan kegiatan lernbaga kcruasyarakatan sebagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 5 ayal (2) huruf d, mcliputi: 
a. pclatihan pcmbinaan lernbaga Kemasyarakatan Kelura.han: 

dan/atau 
b. kegiatan pengelolaan Iembaga kemasyarakatan lainnya. 

(5) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, kerertiban 'urnum, dan 
perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 

ayat (2) huruf e, rneliputi: 

a. pengadaan/penyelenggaraan pos kearnanan Kclurahan; 
b. pcnguatan dan peningkatan kapaaitas tenaga 

keamanan/Retertiban Kclurahan; dan/ a tau 
c. kegiatan pengclolaan keterueraman, kctcrtiban umurn dan 

perlindungan rnasyarakar lainnya. 

(6) Penguatan kcsiapsiagaan masynrakat dalam menghadapi 

bencana scrta kejadian Iuar biasa lainnya sebagairnana 
dimaksud dalam Pass 1 fi aya l (2) huruf f, meliputi: 
a. pcnycdiaan Iayanan informasi tentang bencana; 

b. pelarihan kesiapsiagaan rnasyarakat dalarn menghadapi 

bencana; 
c. pelatihan rcnaga sukarelawan untuk pcnanganan bencana; 

d. edukasi manajemen proteksi kcbakaran; dan/ atau 

c. pcnguatan kesiapsiagaan rnasyarakat yang lainnya. 
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(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD 

uruuk pembangunan sararia clan prasarana Kcluruhan clan 

pemberclayaan masyarakat di Kelurahan. 

BAB rv 
PENGANGGARAN 

Pasal 9 

(l) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7, disusun 

dalam dokurnen perencanaa.n Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pelaksanaan kegiatan scbagairnana dimaksucl pada ayat ( 1), 

dilakuka.n dengan melimpahkan kewenangan Bupati kepada 

Carnal. 

Pasal8 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 dan Pasal 6. 

(3) Dalarn hal terdapat penambahan dan/atau pcrubahan 

kegiatan pernbangunan sarana clan prasarana Kelurahan Jan 

pemberdayaan rnasyarakat di Kelurahan sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (1), dilakukan rnelalui musyawarah 

antara kepala kelurahan dengan lernbaga pernbcrdayaan 

masyorakat kelurahan. 

(4) Musyawarah sebagairuana dimaksud pada ayat (3) 

dilaksanakan unruk mendapai.kan kesepakatan penentuan 
kegiatan tarnbahan dan/atau perubahan. 

(5) Kesepakatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) dibuat 

dalam bentuk berita acara. 

sarana clan 
masyarakat 

yang mernbidangi kcgiatan pembangunan 
prasarana Kelurahan dan pemberdavaan 

(1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana 
Kelurahan clan pernberdayaan masyarakat di Kclurahan 

scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 dan Pasal 6 dilakukan 

melalui musyawarah pernbangunan Kelurahan. 

(2) Musyawarah pembangunan Kelurahan scbagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan Perangkat Daerah 

BAB Ill 

MU8YAWARAI-l PENENTUAN KEGIATAN 

Pasal 7 
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(1) Bupati mcnctapkan Kepala Kelurahan selaku Kuasa Pengguna 

Anggaran untuk mela k sanakun kcgiatan pembangunan 
sarana rlan prasarana Kelurahan dan pernberdayaan 
rnasyarakat di Kelurahan. 

(2) Kepala Kelurahan selaku Kuasa Pengguna Anggaran 

sebagairnana dimaksud pada ayat (I) menunjuk Pejabat 
Pcnatausahaan Keuangun Pembantu clan PPTK di Kelurahan 

melalui Kepurusan Kuasa Pcngguna Anggaran. 
(3) Bupati menetapkan Bendahara Pengeluam.n Pembani u di 

Kelur ahan bcrdasarkan usuJan Kepa la Kelur ahan selaku 
Kuasa Pcngguna Anggaran melalui BUD. 

13AB V 

PELAKSANAAN ANGGARAN 

Pasal 12 

(l) Bcrdasarkan dokumen pcrencariaan Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8, Kecamatan menyusun Rcncana 

Kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan 

masing-ruasing Kegiatan. 

(2) Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan sebagaimana 

dirnaksud pad a ayat ( 1), disusun oleh Carnal .atas usu I Kepala 

Kelurahan selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai derigan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Anggaran Kegiatan se bagai maria dimaksud pacla ayat (2), 

masing-masing dituangkan pada Rencana Kegiatan dan 

Anggaran tersendiri. 

Pasal 11 

Anggaran Kelurahan dialokasikan paling scdikit scbesar dann 

desa terendah yang diterima oleh dcsa, ditarnbah DAU 
Tambahan yang diretapkan scsuai dengan kctentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 10 

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 

dimasukan ke dalarn anggaran Kccarnaran pada bagian 

anggaran Kelurahan untrue dimanlaatkan sesuai dengan 
kctcntuan peraturan perundang-undangan. 
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rincian objck yang tercantum dalam ringkasan per rincian 

objek; 
c. menghltung pengenaan Pajak Pertarnbahan Nilai/Pajak 

Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; da.n 

pertanggungjawaban dan keabsahan 
pengeluaran yang dilampirkan: 

b. menguji kebenaran pcrhirungan ata s pcngeluaran per 

laporan 
bukti · bukti 

dokurnen keleugkapan a. rneneliu 

(1) Pcjabat Penatausahaan Keuangan Pernbaritu di Kelurahan 
sebagaimana dirnaksucl dalaro Pasal 12 ayai (2) bcrtugas: 

a. menetiti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa 
yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pcmbantu 
dan diketahui ' disetujui oleh PfYl'K; 

b. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan olch 

Bendahara Pengeluaran Pernbarrtu; 
c. rnelakukan verifikasi SPP; 
d. mcnyiapkan SPM; dan 
e. rnelakukan verillkasi harian aias pcncrirnaan. 

(2) Dalam mclaksan akan pcrtanggungjawahan kcgiatan 
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan clan 
pernberdayaan masyarakat di Kelurnhan Pcjabat 
Penatausahaan Keuangan Pembantu mempunyai tugas 
mclakukan verifikasi alas laporan pertanggungjawaban 
yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pernbantu 
kepada Kuasa Pengguna Anggaran. 

(3) Vcrifikasi aebagaimana dirnaksud pada ayat (2), rncliputi: 

Pasal 13 

mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan cii 

bidang pengelolaan keuangan dacrah. 

Kelurahan di Pembantu Keuangan Penataussahaari 

(·~) Dalam hal di Kelurahan belum tersedia aparatur sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (l) sampai dengan ayat (3), Bupaci dapaL 

rnenctapkan pcjabat lain yang mernenuhi persyaratan sesuai 
dengan peraturan pcruudang-undangan. 

(5) Carnal sclaku Pengguna Anggaran rnenetapkan pejabat 
pengadaan dan pejabat pemeriksa basil pekerjaan, 

(6) Pelaksanaan fungsi pejabat pcngclola keuangan Kegiatan 
Pernbangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan 
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan selain Pejabat 
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( l) Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pernbangunan 
sarana dan prasarana Kelurahan dan pernbcrdayaan 
masyarakat di Kelurahan sesuai dengan kereruuan pcratur an 
perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa. 

(2) Pengadaan Barang .Jasa scbagaimana ayat ( 1) yang 

melibatkan kelompok rnasyarakat dan/ atau organisasi 
ke1nasyarakalan melalui mckanisrne Swakelola Tipc Ill atau 

Swakelola Tipe IV. 
(3) Dalarn hal pengadaan barang dan jasa melalui swakelola 

sebagaimana ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka 
perencanuan pengadaan bara ng dan jasa melalui penyedia 
dilakukan sesuai dcngan peraturan perundang-undangan di 
bidang pengadaan barang dun jasa pemerintah. 

(4) Barang yang dihastlkan atas kegiatan pcmbangunan sararra 
dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di 

Kelurahan, harus tercatat dalarn Rencana Kebutuhan Barang 
Milik Dacrah Tah un Anggaran bereangkutan. 

(5) Dalarn hal pengadaan barang dan jasa scbagaimana ayat (1) 
menghasilkan barang dan bukan diperuntukkan scbagai 
barang milik daerah, Lurah rnenyerahkan barang dimaksud 
kepada pihak ketiga,' ma syarakat. 

(6) Pcnyerahan barang sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) 
dituangkan dalarn Serita Acara Scrah Tcrima sebugairnnna 

tercantum dalarn Larnpiran yang rucrupakan bagian tidak 

terpisahkan dari peraturan Bupati ihi. 

Pasal 15 

(1) Pdaksanaan anggaran unruk kegiacan pembangunan sarans 
dan prasarana lokal Kclurahan diem pcrnberduynan 

masyarakat di Kelurahan rnelibatkan kclompok masyarakai 

dan/atau organisasi kernasyarakatan. 
(2) Kelompok Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan 

pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan 
pemberdayaan rnusyarakat di kelurahan, mcrupakan 

kelompok masyarakat yang berdomisili di wilayah 
administrasi kelurahan bersangkutan. 

Pasal 14 

d. menguji keberiaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang 
diterbitkan periodc scbclumnya. 



(1) Laporan penggunaan anggaran kegiaran pembangunan sarana 

dan prasarana Kelurahan dan pernberdayaan masyarakat di 

J<elurahan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud 

daJam pasal 9 ayat (l) disarnpaikan kepada Camat da n BUD 

setiap semester. 

Pasal 17 

pemberdayaan masyarakat di Kelurahan bcrdasarkan laporan 

pertanggungjawaban tarnbahan uang dan la po ran 

pertanggungjawa ban fungsional. 

(6) Sisa anggaran kegiatan pernbangunan sarana dan prasararra 

Kelurahan dan pernberdayaan rnasyarakar rli Kelurahan, 

menjadi SiLP/1 yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk 

Kegiatan tahun anggaran se-lanjutnya. 

anggaran kegiatan 

Kelurahan dan 

Pengakuan belanja dan beban atas 

pembangunan sarana dan praxarana 

(5) 

Operasional. 

(3) Pada saar anggaran kegiatan pernbangunan sarana dan 

prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakai di 

Kelurahan yang berasal dari APBN diterima di RKUD, PPKD 

melakukan pcncatatan kas di kas Daerah clan pendaparan DAU 

Tambahan Laporan Realisasi Anggaran. 

(4) Pelaporan keuangan kegiatan pernbangunan sarana dan 

prasarana Kelural ian da n pcrnberdayaan masyarakar di 

Kelurahan dilaksanakan o\eh Kecamatan sciaku eruitas 

akunransi. 

La po ran Tarnbahan dan pendapatan D/\U Tarnbahan. 

(I) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana 

Kelurahan clan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 

mcnggunakan mekanisme tarnbahan uang dan rnekanisme 

langsung sesuai dcngan ketentuan pcrar uran perundang­ 

undangan. 

(2) Pada saat penetapan peraturan presiclen mengcnai Rinci;.m 

/\PBN, PPKD melakukan pencatatan piutang pendapatan DAU 

BAB VI 

PENATAUSAHAAN DAN PERT/\NOOUNGJAW/\BAN 

Pasal 16 
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( 1) Pembinaan sehagaimana dimaksud dalarn Pasal 24 ayat ( 1) 

dilakukan dalarn bentuk fasi.litasi, konsultasi, pend idikan dan 

pelatihan serta penclitian d,:111 pcngernbangan sesuai dengan 

ketentuan peraruran pernndang-undangan. 

(2) Pembinaan dan pcngawasan oleh tim sebagairnana dirnaksud 

dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a meliputt : 

Pasal l 9 

(1) Bupati melakukan pernbinaan dan pengawasan terhadap 

kegiatan pembangunan sararia dun prasarana Kclurahan dan 

pernbcrdayaan masyarakat di Kclurahan. 

(2) Pcrnbinaun dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dirnaksud 

pada ayat (1), dilakukan dengan : 

a. rnembentuk t im pembinaan dan pcngawasan: dan/atau 

b. melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Carnal. 

(3) Pcngawasan scbagaimana dirnaksud pada ayat (l) dalarn 

pelaksanaannya dibantu oleh lnspektorat Daerah. 

BAB VII 
PEMBINAAN IJAN PENGAW/\SAN 

Pasal 18 

pernberdayaan masyarakat di Kclurahan kepada. rncnteri rnelalui 

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

sararia clan prasararia Kclurahan dan pernbangunan 

kegiatan pelaksanaan laporan mcnyarnpaikan (5) Bupati 

(2) Format laporan sebagairnana dimaksud pada ayat (3) tercantum 

dalam Larnpiran yang rucrupakan bagian tidak terpisab kan dari 

Pcraturan Bupati ini. 
(3) Batas waktu penyarnpaian laporan sebagairnana dimaksud 

pada ayat (3), untuk: 

a. semester I disarnpaikan paling lambal minggu kedua bulan 

Juli; dan 
b. semester Il disampaikan paling lambat minggu kedua bulan 

Januari. 

(4) Kepala Kelurahan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan 

pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan 
pemberdayaan masyarakar di Kelurahan kepada Bupati melalui 

Carnal. 



!5 

DERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TA HUN 2020 NOMOR ~ 

Diundangkan di Purwodadi 
pada ta nggal. 8 l'v\ii 2'/!ZO 

Peraturan Bupati ini inulai berlaku pada ranggal cliundangkan. 
Agar setiap orang rnengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan 
Peraruran Bupati ini dengan pcnempatarmya dalarn Serita Daerah 
Kabupaten Grobogau, 

BAB VIII 

KF:TRNTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

a. mcmberikan pedoman; 

b. melaksanakan evaluasi laporan dan pertanggungjawaban: 

c. melaksanakan evaluasi pclaksanan pengelolaan; dan 

d. rnemberikan bimbingan teknis, pdatihan, workshop atau 
konsultasi pengelolaan kegiatan yang rnencakup perencanaan, 
pelaksanaan clan pertanggungjawaban. 

(3) Pembinaan clan pengawasan olch Carnal sebagaimana d.maksud 

dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b meliputi : 

a. tasilitasi pelaksanaan ; clan 
b. pembinaan, monitoring clan evaluasi. 

(41 Pengawasan sebagaimana drrnaksud dalam Pasal 24 ayut (3) 

dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, clan 
pemcriksaan sesuai dcngan keterituan peraturan pcrundang­ 

undangan. 
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Cap Kelurahan 

TLd 

Penerima 
PIH.AK PBRTAMA 

Lurah ..... 

Ttd 

PJHAK KEDUA 

Dan selanjutnya Barang terse but menjadi tanggung jawab oleh P!HAK KEl)lJA. 

Dernikian Serita Acara Scrah Terima ini dibuat dengan sebenarnya sesuai 

dengun kesepakatan bersama, untuk dapat diketahui dan digunakan 

sebagaimana rnestinya. 

No. Nama Barang Jumlah Nilai (Rp) Keterangan I 
l. 
2 
Dst. 

Dolam hal ini bertindak untuk cian alas narna yang selanjutnya disebut 

sebagai PIHAK KEDUA. 
Dengan ini menyatakan bahwa PIH.AK PERTAMA telah menyerahkan kcpada 

PJHAK KEDUA berupa barang dengan spesilikasi sebagai berikut: 

................................... Alamat 

................................... Jabatan 

Dalam hal i.ni bertindak untuk dan atas narna kelurahan yang selanjutnya 

disebut sebagai PJHAK PERTAMA. 

II. Nama . 

................. ' ·- . 
: Kepala Kelurah an . 

.................................. l. Narna 

.Jabatan 

Alarnat 

Kelurahan , Kccamatan Kabupaten Grobogan yang bertanda tangan 

dibawah ini : 

Bulan...... Tahun........ ber+ernpat di Pada hari ini, .. . . Tanggal 

SERITA ACARJ-\ SERAll TERJM/\ 

No: ..... 

A. BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG 

LAMPI RAN 
PERATUMN BUPATI GROBOGAN 
NOMOR 2.(:. TAHUN 2020 
TENT ANG 
PETUNJUK PELAK.Si\NAAN KEGIATAN 
PEMBANGUNAN SARANA Di\N PRASARAN:'\ 
KELURJ\H1\N DAN PEMBERDAY.f..1\N 
MASY/\RA.KAT DI KE:LURAHAN 
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a. Kegiatan pembangunan/pcmeliharaan/pcngembangan fisik dihitung 

scsuai perkernbangan pcnyelesaian fisik di lapangan dan folo; 

b. Kcgiatan non fisik dengan cara: 

Penyelesaian kertas kerjaj kerangka acuan kerja yang mcmuat lntar 

bclaka ng, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran sebesar 30%; 

Undangan pclaksanaan kegiatan , daJtar hadir peserta pelatihan dan 

konfirmasi pengajar sebesar 50%; 

Kegiatan telah terlaksana sebcsar 80%; dan 

Laporan pclaksanaan kcgiatan clan foto scbesar 100% 
JI. Knlorn 11, 12, dan 13 dalarn rangka pe laksariaan program Zkegiatan cash for 

work/uang muka kcrja yang diisi hanya unruk kegiatan di Kelurahan pada 

bidang pelaksanaan pembangunan 

12. Kolom 1.4 diisi dcngan sumbcr pendanaan (APBD atau DAU Tambahanj. 

Pctunjuk Pengisian: 
I. Kolom 1 diisi dengan nomor urut program/kcgiatan 

2. Ko1om 2 diisi dcngan uraian kegiatan 

3. Kolorn 3 diisi dcngan volume output, misai: 500 

4. Kolom 4 diisi dengan sacuan output, rnisal: meter 

5. Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran 

6. Kolom 6 diisi dengan jumlah rcalisasi 

7. Kol om 7 diisi dcngan persentase realisasi terhadap anggaran 
8. Kolom 8 diisi dcngan selisih antara anggaran nan rcalisasi 

9. Kolom 9 diisi dengan selisih perseritasc sisa 

10. Kolorn l O diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai 

bcrikut: 
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